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MOTTO

“Hendaknya Ramu menjadi manusia yang lurus
Rarena allah, menjadi saksi yang adil,
dan janganlah Rebencianmu pada suatu Raum
menyebabkan Ramu tidak adil”
(QS. Al-Maidah: 8)

Mujamma” Al-Malik L1 Thib“at Al Mush-hat Asyarit
MadinahMunawaroh, Kerajaan Saudi Arabia, Halaman 159
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RINGKASAN

Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 PUU-VI/2008
Mengenai Incumbent Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kerangka Good

Governance

Salah satu permasalahan pelaksanaan Pilkada yang menjadi isu hangat
adalah polemik tentang incumbent, dimana polemik ini muncul pasca
disyahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang
berkenaan dengan pengunduran diri calon incumbent yang tercantum dalam pasal
58 huruf q yang berbunyi: “mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang masih menduduki jabatannya”. Yang
mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review yang
diajukan oleh mantan Gubernur Lampung Sjachroedin (Pemohon) yang berakhir
dengan dikabulkannya permohonan tersebut dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 17/PUU-VI/2008 yang membatalkan Pasal 58 huruf q Undang-
Undang No.12/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.
32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dianggap bertentangan dengan Pasal
28D UUD 1945. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 58 huruf q tersebut
merugikan haknya untuk memegang masa jabatan sebagai Gubernur Lampung
yang seharusnya masih diembannya sampai 2 Juni 2009. Selain itu ketentuan
Pasal 58 huruf q tersebut menyebabkan adanya perbedaan perlakuan bahwa syarat
incumbent untuk mengundurkan diri tidak diberlakukan pada pejabat negara
lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 59 ayat (5) huruf h dan i Undang-Undang No.12/2008 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Karena
sifat putusan Mahkamh Konstitusi itu final dan mengikat, tak dapat dipungkiri
dapat memicu proses politik yang menimbulkan akibat pada sistem
ketatanegaraan dan menciptakan persoalan hukum baru .

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji dan menganalisis

beberapa persoalan yang berhubungan dengan putusan mahkamah konstitusi
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nomor 17 PUU-VI/2008 dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul
”Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Puu-Vi/2008
Mengenai Incumbent Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kerangka Good
Governance”.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal,
yaitu : mengenai Hubungan hak politik dengan incumbent dalam Pilkada dalam
negara hukum, prinsip affirmative action dalam pencabutan pasal 58 huruf q
Undang-Undang no 12 tahun 2008 oleh putusan Mahkamah Konstitusi, dan
relevansi asas good governance dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 17
PUU-VI1/2008.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe
penelitian Yuridis Normatif (legal research). Pendekatan yang digunakan ada 2
(dua) yaitu : Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pada bab pembahasan, akan
membahas mengenai 3 (tiga) hal yang terdapat dalam rumusan masalah. Pada bab

penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

XV



DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN. ....cuiinintininennensensnssessessessessessessesssssessesss i
HALAMAN SAMPUL DALAM.u..uiiiiininsinsinesissessessessessessesssssessesesaes ii
HALAMAN MOTTO uciiiiciiinininicicsessissessessessessessessessesssssssssssssssssesses iii
HALAMAN PERSEMBAHAN......cccenininensinsnnsenseesissenssssessessessessessassesesss iv
HALAMAN PERNYATAAN...onninentenrensessessessesssssessesssssessessessesssssessesss v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR........iiiiinesrisresensnnssesncsennes vi
HALAMAN PERSETUJUAN ...ucoiiiinininississessississessessissssssssssssssessesses vii
HALAMAN PENGESAHAN.....ciiinintintinnininnnnsisssssensesssssessssssssesssssessenss viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJL......coienineesecsecsensaecnns ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....cocoviivinrinrennecrisessessescsscssesnes X
HALAMAN RINGKASAN ....coiiiinicicninininsississississessessisssssessssssssssesses xiv
HALAMAN DAFTAR ISLiinininininrinneninsensensenessessessessessessesssssessenss xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....cccittitiiiiiiiiiiiiieiiiininenenees xix
BAB 1. PENDAHULUAN...cc.tttitiiiiiiiiiiitiiiiiteeiititeneteceencncmns 1
1.1 Latar BelaKang ..........cccoceviiciiiniiiiiiiieeieeeecee e 1
1.2 Rumusan Masalah ........c..ccccooiiiiniiiiniiceccens 4
1.3 Tujuan Penelitian ..........cccceeeveevveerieiiieieeeeceeee e 5
1.4 Metode penelitian............ccvecueerierireiieie e 5
1.4.1. Tipe Penelitian .........cccooeeriiieiienieeiieeeeee e 6
1.4.2.Pendekatan Masalah............cccccooiiviininiiiniininciee. 6
1.4.3.Sumber Bahan Hukum...........cccococivniininninnie. 7
1.4.4.Analisis Bahan Hukum ...........c..cocoiiiinininiie 7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....cccitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccnneeecacene 8
2.1 Negara Hukum...........ooooiiiii e, 8
2.1.1 Pengertian Negara Hukum.........................coo, 8
2.1.2 Macam-macam Negara Hukum.............................o 10
2.1.3 Konsep Negara Hukum Indonesia................................ 15
2.2 Hak Asasi Manusia..........oueuiuiniiiiiiiniii i, 17

XVi



2.2.1 Hak Politik Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.......... 17
2.2.2 Hak Politik Sebagai Bagian Dari Hak Warga Negara......... 20
2.3 KONSHIUST.cveveevierieieniisiinit et et et eeeieeenenen 22
2.3.1 Pengertian Konstitusi...........ccoooviiiiiiiiiiiiiiinieeieeenee. 22

2.3.2 KonstituSionaliSMe..........ccovveeeeeeieeieeeeeeeeeeeeeeiieeeeenn. 23

2.4 Mahkamah KOnStitUSI.......cccovveruiririniininenincnccecscesc e 26
2.4.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi.....................ocnn. 26
2.4.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi.............................. 30

2.5 Pemilihan Kepala Daerah..................ocoiiiiiiiiiiii e, 34
2.5.1 Pengertian Kepala Daerah..................ooooiiiiiiiii, 34
2.5.2 Konsep Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung............. 36
2.5.3 Konsep incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Langsung. ....c.viiiiii e s 39

2.6 Affirmative ACHION. ..........c.ooiiii i e e, 42

2.6.1 Pengertian Affirmative ACtion...................cccoeeieiiunnn. 42

2.7 GOOA GOVEITACE. .....ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 44
2.7.1 Pengertian Good GOVernance............ccccueeevvviininnnnnnnnn... 44
2.7.2 Asas-Asas Good Gevernance....................................... 46

BAB 3. PEMBAHASAN 52

3.1 Hubungan Hak Politik Incumbent Dalam Pemilihan
Kepala Daerah..........cccoviieiiiiiiee e 52
3.1.1 Impelementasi Sistem Demokrasi Dalam Negara
Hukum Indonesia .........c.coceeceeiviiiiininininccinceecencenen 52
3.1.2 Hak Politik Incumbent Sebagai Warga Negara
Dalam Pemilihan Kepala Daerah.............ccoccoeneniinnnnen. 56
3.2 Prinsip Affirmative Action Dalam Pencabutan Pasal 58 Huruf Q
Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Oleh Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 17 PUU-VI/2008 ........................ 66

Xvil



3.3 Relevansi Asas Good Governance Bagi Incumbent

Dengan Putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 17 PUU-

VI/2008 ..ottt 74

BAB 4. KESIMPULAN ....cconiininininsensensnnsessessessesssssessssssssessssssssessssssssesss 83
4.1 KeSIMPUIAN ..ottt e v v ens 83

4.2 SATAN....cciiiiiiiiiit e 83
DAFTAR BACAAN ..cuiiticentinsensinsinsessissnsssssnssessssssssessssssssessessessessssssssesss XX

XViil



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran dalam skripsi ini antara laian sebagai berikut:

Lampiran 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 PUU-V1/2008

X1X



DAFTAR BACAAN

Abdullah, R. 2006. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, J. 2002. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa

Depan. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.

‘2005 Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta:
Konstitusi Press,

Asshiddiqie, J., dan Safa’at, A. 2006. Teori Hanskelsen Tentang Hukum. Jakarta:
PT Syamil Cipta Media.

Budiardjo, M. 1993. Dasar-Dasar llmu Politik. Jakarta: Gramedia

Chalid Pheni, 2005, Otonomi daerah Masalah, pemberdayaan, dan konflik,
Jakarta : Kemitraan,

Dahlan Thaib. 1999. Teori Hukum dan Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Daulay,I. R. P. 2006. Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam
System Ketatanegaraan Republiik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta

Fatmawati, 2005 Hak Menguji Yang Dimiliki Hakim Dalam System Hukum
Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Hadi, N. 2007. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam
Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.

Ibrahim, J. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Bayumedia Publishing.

J.Kaloh, SU. 2008. Demokrasi Dan Kearifan Local Pada Pilkada Langsung.
Jakarta: Hasta Pustaka.

Marzuki, P. M. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. 1983. Kamus Bahasa Indonesia II. Jakarta: Pusat Pembinaan

dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Santoso, T. 2007. Hukum Dan Proses Demokrasi Problematika Seputar Pilkada.
Jakarta: Kemitraan.

XX



Suharto, Edi 2005, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji
Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta

Sri sumantri. 1997. Hak Uji Materil Di Indonesia. Bandung: Alumni

Sutiyoso dan Bambang, dkk. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman
Di Indonesia. Jogjakarta: UII Press

Sukaya, Zubaidi, Sartini, Pramono. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan.
Yogyakarta: Paradigma.

Soemitro, R.H. 1988, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri, Jakarta:
Ghalia Indonesia

Syahuri, T. 2004. Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan Undang-
Undang di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingan dengan Konstitusi
Negara Lain di Dunia, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tahir Azhari. 2003. Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya
Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara
Madinah Dan Masa Kini. Jakarta: Kencana.

Wardani, Sumarto, Edwin, hidayat. 2005. Pilkada Langsung Demokratisasi
Daerah Dan Mitos Good Governance. Jakarta: Partnership.

Wignjosoebroto, S. 2002. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya. Jakarta: Elsam dan Huma.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

XX1



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,
Dan Nepotisme(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 PUU-VII/200

Internet

United Nations Development Programme (UNDP), 1997, Good Governance
[Online], http://www.undp.org/governance/publication, Diakses tanggal
27 Maret 2009.

LSI, 2007, Incumbent dan Pilkada, [Online],
http://www lIsi.co.id/artikel.php?id=691, Diakses tanggal 27 Maret 2009.

Europa Union International Comm., 2008, [Online],
http://www.europa.eu.int/comm/ governance, Diakses pada tanggal 14
Febuari 2009.

Amich  Alhumami, 2009, Mitos  Kebijakan  Afirmatif,  [Online],
http://www.unisosdem.org, Diakses pada tanggal 14 Febuari 2009.

Wikipedia, 2009, Affirmative action, [Online],
http://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative action, Diakses pada tanggal 25
Maret 2009.

Nurul Arifin, 2009, Affirmative Action dan Regulasi Kuota 30 %. [Online],
http://www nurularifin.com, Diakses pada tanggal 14 Febuari 2009.

Robert Fullinwidwer, 2005, Affirmative Action, [Online], http://plato.stanford.edu/
/affirmative-action, Diakses pada tanggal 14 Febuari 2009.

Kusnu Goesniadhie, Hukum Dan Gaya Moral Pemerintahan Yang Baik, 2008,
[Online] http//www.uwm.or.id/article, Diakses pada tanggal 10 Maret
20009.

Wahyu Nursanti, 2008, Dimensi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang
Pengunduran Diri Incumbent, [Online],
http://www.komunitasdemokrasi.or.id/article, Diakses pada tanggal 10
Maret 2009.

XX11



Hakim G Nusantara.2007, Keadaan Hak-Hak Sipil Dan Politik Indonesia Satu
Dasa Warsa Reformasi.[Online],www.bphn.go.id/puslitbang/index.php.29
Diakses pada 12 April 2009

ITham Hadiyanto, 2009, konstitusionalisme, Konstitusi dan Interpretasi konstitusi
[Online] http://rumahkonstitusi.wordpress.com, Diakses pada tanggal 2
Mei 2009

XX1i1



